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ABSTRAK 
Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank kepadanasabah, 
yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini dilatar 
belakangi oleh pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bandar Lampung. Usaha 
bank untuk mengatasi risikopembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan 
melakukan kebijakan  rescheduling, reconditioning, dan restructuring dimana 
rescheduling yaitu memperpanjang jangka waktu, reconditioning yaitu penataan 
ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan serta restructuring yaitu 
perubaha syarat-syarat untuk penambahan modal atau konversi akad agar pembiayaan 
yang diberikan dapat kembali. Dalam penelitian ini, penulis membahas tiga 
permasalah yaitu bagaimana kebijakan rescheduling, reconditioning, restructuring 
dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah, kendala pelaksanaan kebiakan 
rescheduling, reconditioning, restructuring serta bagaimana penerapan rescheduling, 
reconditioning, restructuring dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di 
BPRS Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitiandeskriptif kualitatif  yang dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif sertamenggunakan dua sumber data yaitu data primer 
dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasiHasil penelitian ini menujukan bahwa BPRS Bandar 
Lampung sudah melakukan kebiajakan rescheduling, reconditioning dan 
restructuring dimana pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah 
untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, memberikan kelapangan kepada nasabah 
dengan mengajukan surat secara tertulis dengan alasan dan menyebutkan nominal 
kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya serta BPRS Bandar Lampung 
menawarkan modal dengan syarat usaha nasabah masih layak untuk diberikan modal 
kendala yang dihadapi BPRS Bandar Lampung adalah sulitnya nasabah untuk 
ditemui, pembiayaan tidak digunkan sesuai dengan akad dan ketidak jujuran tentang 
kondisi atau keadaan usaha nasbah penerapan rescheduling, reconditioning dan 
restructuringdalamperspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Qur‘an surat Al-Baqarah ayat 280, dan 
fatwa DSN No.48/ DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan 
murabahah.Penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum apabila nasabah dalam 
keadaantidak ada itikad baik. Berdasarkan hal ini BPRS Bandar Lampun telah 
sesuaidengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang rektrucrisasasi pembiayaan bemasalah. 
Kata kunci : Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah , Murabahah, Rescheduling, 
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 Dalam rangka awal untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan 
dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan 
makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini untuk mengindari 
kerancuan dalam memahami judul skripsi ini penulis jelaskan istilah-istilah yang 
terdapat dalam judul ini. “Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, dan 
Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut 
Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT.BPRS Bandar Lampung Periode 
2016-2018)” 
A.  Penegasan Judul 
Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keselruhan 2 
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku 
ole kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk 
mencapai tujuan-tujuan itu.3 
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Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 2002),h. 
65. 
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Reschedulingadalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau 
jangka wakunya serta perubahan jumlah angsuran.4 
Reconditioning adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti mengubah 
pembayaran, jumlah angsuran , jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan 
potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 
kepada bank.5 
Restructuringadalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan 
untuk penambahan dana bank dan atau, konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi 
penyertaan dana perusahaan. Yang disertai penjadwalan kembali dan atau persyaratan 
kembali.6 
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan menurut kwalitasnya didasarkan 
atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 
memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.7 
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga awal 
                                                             
4
 Hermansyah,  Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kecana, 2005),  h.71. 
5
 Faturrahman Djamil,  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Jakarta: Sinar Grafika,  
2012), h.83. 
6
 Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia, 2009), h.148. 
7
 Trisadini. P, Transaksi Bank Syariah(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),h.105. 
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pembelian barang kepada pembeli atau nasabah dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai keuntungan.8 
Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, 
distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma‘isyah 
(kehidupan individu maupun kelompok/Negara) sesuai dengan ajaran agama islam 
(Al-Quran dan Al Hadis).9 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebuah lembaga keuangan dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikn lalu lintas pembayaran.10 
B.  Alasan Memilih judul  
1. Alasan Objektif 
 Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 
objektif dan secara subyektif sebagai berikut: 
Pemberian pembiayaan pada nasabah merupakan salah satu kegiatan suatu bank. 
Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber 
resiko terbesar yang akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah muncul ketika nasabah atau bank yang melakukan kelalaian 
dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perlu adanya penyelesaian yang baik. 
                                                             
8
Muhammad, Mnajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 271 
9
 Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Mkro (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 
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Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan rescheduling, 
resconditioning, dan restructuring dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 
2. Alasan Subyektif 
a. Judul yang diteliti sesuai dengan program studi penulis yaitu perbankan syariah, 
serta didukung oleh tersedianya literature atau refrensi yang menunjang dalam 
usaha menyelesaikan skripsi ini. 
b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang Analisis 
Kebijakan Rescheduling, Reconditioning,Restructuring dalam Mengatasi 
Pembiayaan Bermasalah Murabahah ( Studi Penelitian PT.BPRS  Bandar 
Lampung Periode 2016-2018) 
C.  Latar belakang 
Keberadaan perbankan syariah di indonesia merupakan perwujudan dari 
keinginan masyarakat yang memebutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang 
menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang 
perbankan yang lama yaitu Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perbankan 
tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 
karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai 
sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Tentang Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3472) walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan 
pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroprasinya Bank Muamalat Indonesia pada 
tanggal 1 Mei 1992. Namun sebelum pendirian bank Muamalat Indonsia , sbenernya 
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bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatilah pada 
tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabanish pada tanggal 24 Oktober 
1991 yang ketiganya beroprasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 
November 1991 di Aceh11 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum ada 
ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan bank syariah baru mendapatkan pengakuan 
yang tegas serta member peluang yang lebih besar bagi perkembangannya dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182). Khususnya pasal 6 huruf M bahwa 
bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroprasi dengan menggunakan 
prinsip syariahdisamping kegiatan konvensional.12 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
menyatakan bahwa menurut jenisnya Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum 
Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
(BPRS). Bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana kepada 
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Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004),  h. 62. 
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masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Di dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur kegiatan usaha bank syariah, meliputi: 
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 
a. Simpanan berdasarkan akad wadiah. 
b. Investasi berupa deposito berdasarkan akad mudharabah. 
2. Menyalurkan dana kepda masyarakat dalam bentuk: 
a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad 
musyarakah. 
b. Pembiayaan jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, dan istisna. 
c. Pembiayaan berdsarkan akad qard. 
d. Penyewaan barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan akad 
ijarah atau sewa dalam bentuk akad ijarah muntahiya bitamlik. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pebiayaan. Begitu pula pada 
BPRS Bandar Lampung dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bank syariah 
yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan 
menghimpin dana (funding) dan menyalurkan dana (landing). Aktifitas funding 
merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat 
dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. 
BPRS Bandar Lampung cara membagi nisbahnya yaitu ketika ada funding, di 
lendingkan dan dikurangi biaya operasional. Proses pembiayaan yang dilakukan oleh 
BPRS yaitu dengan akad yang digunakan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak 
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bank, yaitu akad Murabahah  untuk pembiayaan jual beli dan akad ijarah untuk 
pembiayaan multijasa. BPRS selalu mengembangkan jaringan-jaringan yang luas dan 
mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Sampai saat ini, mayoritas produk 
pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip 
jual-beli). Pembiayaan murabahah memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. 
keduanya termasuk dalam kategori natural certain contracts, dan pada dasarnya 
adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya adalah objek transaksi yang 
diperjual beikan tersebut.13 
Bank-bank islam pada umumnya menggunakan murabahah tujuannya untuk 
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang 
walaupun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah 
digunakan dalam perbankan islam berdasarkan dua unsur, yaitu harga membeli dan 
biaya yang terkait, dengan kesepakatan berdasarkan keuntungan.14 
Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka 
bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan 
pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk 
mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, dengan adanya unsur resiko dan 
ketidak pastian ini maka diperlukan suatu pengamanan pembiayaan. Tujuan 
pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidak-tidaknya memperkecil 
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 Adiwarman Karim, Bank  asalam Analisisi Fiqh dan Keuangan( Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada 2013), h.137. 
14
 Abdullah Saeed, Bank Syariah : Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis ( Jakarta: Pramadina, 2004), h. 120. 
8 
 
resiko yang mungkin timbul. Oleh karna itu pihak bank perlu meningkatkan kwalitas 
pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya 
pembiayaan macet.15 
Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga 
keuangan. Karena bank syariah akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas 
pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan 
sumber utama pendapatan bagi bank. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan 
dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang 
dilakukan.  
Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan ini juga tidak terlepas dari adanya 
permsalahan dimana ditemukannya nasabah yang dalam melaksanakan kewajiban 
pembayaran kembali angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tidak 
terlaksannya kewajiban nasabah ini tentunya mengakibatkan permasalahan tunggakan 
pembiayaan yang disalurkakn oleh pihak bank. Terhadap adanya tunggakan tersebut 
pihak bank sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya menyelesaikan 
tunggakan tersebut. Adapun strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan menawarkan rescheduling 
reconditioning dan restructurisasi. Dimana Rescheduling adalah perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah 
angsuran. 
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Krisna Wijaya, Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom, (Jakarta: 
Harian Kompas, 2000),  h. 98. 
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Reconditioning adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti mengubah 
pembayaran, jumlah angsuaran , jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan 
potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 
kepada bank. 
Restructurisasi adalah upaya penyehatan pembiayaan/piutang bermasalah 
dan/atau yang berpotensi bermasalah melalui penjadwalan ulang, perubahan kondisi, 
atau perubahan struktur pembiayaan sehingga debitur dapat melaksanakan 
kewajibannya. 
BPRS Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak 
terlepas dari suatu pembiayaan bermas h seperti lembaga keuangan lainnya. 
Pembiayaan yang mengalami kemacetan pada BPRS Bandar Lampung adalah salah 
satunya pembiayaan Murabahah. 
Akad Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.16 
Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh 
dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih 
dahulu.   
Berdasarkan data yang dipeoleh di BPRS Bandar lampung produk pembiayaan 
Murabahah mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah. 
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Sumber Data : Sekunder diolah tahun 2019, BPRS Bandar lampung 
Dari data tersebut menunjukan pada tahun 2016-2017 pembiayaan bermasalah 
pada pembiayaan Murabahah, berdasarkan Bank Indonesia yang menyatakan bank 
atau lembaga keuangan berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5% 
(mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada Non Performance Financing) 
1. NPF pada tahun 2016  
NPF = 198.279.216     X 100% = 1,00 % 
19.757.070.802 
Diketahui tingkat NPF pada tahun 2016 yang ada adalah sebesar  198.279.216 atau 
sebesar 1,00% . ini menjukan bahwa resiko pembiayaan tersebut berada 
dibawah resiko pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). 
2. NPF pada tahun 2017 
 









2016 19.757.070.802 198.279.216 1.105 1% 
2017 22.249.771.559 115.829.283 103 0,5% 
2018 27.036.705.890 328.855.655 1.209 1,2% 
Jumlah 69.043.548.291 642.964.154 2417 2.7% 
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Diketahui tingkat NPF pada tahun 2017 yang ada adalah sebesar 
115.829.283atau sebesar 0,5%. ini menjukan bahwa resiko pembiayaan 
tersebut berada dibawah resiko pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia (BI). 
 
3. NPF pada tahun 2018 
NPF = 328.855.655X 100% = 1,2 % 
27.036.705.890 
 
Diketahui tingkat NPF pada tahun 2018 yang ada adalah sebesar 328.855.655 
atau sebesar 1,2%. ini menjukan bahwa resiko pembiayaan tersebut berada 
dibawah resiko pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat peneurunan pembiayaan bermasalah dari 
tahun ke tahun. Dilihat dari NPF tahun 2017 sebesar 0,5% , yang semula tahun 
2016 sebesar 1%, namun pada tahun 2018 NPF mengalami kenaikan yaitu dari 
0,5% menjadi 1,2%. Keadaan tersebut disebabkan adanya kendala yang dialami 
oleh pihak BPRS Bandar Lampung terhadap pembiayaan murabahah.  
Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dalam pemberian pembiayaan 
tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut. Rencana pembiayaan 
disusun lebih matang, analisisi atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan 




Semua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan 
pembiayaan masyarakat sehingga dari semua yang dilakukan akan dibutuhkan 
penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah yang secara terus menerus. 
Dalam islam dijelaskan untuk mengajarkan kita berbuat baik dengan sesame 
dan bersikap saling tolong menolong dalam kebaikan pada surat Al-Maidah:2 
 َٔ ََل حََؼا ِؼقَاِب َٔ َ َشِديُد ٱنإ ٌَّ ٱّللَّ ََۖ إِ ٱحَّقُْٕا ٱّللَّ َٔ  ٌِِۚ ََٰٔ ُؼدإ
ٱنإ َٔ ِى  ثإ ِ   ٢َُْٕا َػهَى ٱۡلإ
Artinya : „‟Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya‟‟.(Qs Al-Maidah (2) : 2) 
 Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diserukan untuk bersikap 
saling tolong menolong antar sesame manusia sabagai mahluk sosial yang saling 
membutuhkan, baik dalam hal agama maupun kehidupan sehari-hari ataupun urusan 
dunia. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang 
kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh BPRS Bandar Lampung dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah Murabahah yang berjudul ―Analisis 
Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Resctructuring dalam Mengatasi 
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada PT. 




D. Fokus  Penelitian 
Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang untuk 
memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada 
masalah-masalah berikut ini. Hanya membahas tentang analisis kebijakan 
Rescheduling, Reconditioning dan Restructurisasi dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah Murabahah pada PT.BPRS Bandar Lampung periode 2016-2018. 
E. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan permasalahan yang akan 
dipecahkan dalam penelitian ini yakni : 
1. Bagaimana Kebijakan Rescheduling, Reconditioning dan Restructurisasi  dalam 
Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Bandar 
Lampung  periode 2016-2018 ? 
2. Apa Kendala Pelaksanaan Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, dan 
Restructurisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada 
PT.BPRS  Bandar Lampung  periode 2016-2018? 
3. Bagaimana kebijakan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructurisasi dalam 
Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Islam pada PT.BPRS Bandar 
Lampung  periode 2016-2018 Menurut Perspektif Ekonomi ? 
F. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan kebijakan Rescheduling, Reconditioning Restructurisasi 
dalam mengatasi pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS  Bandar 
Lampung  periode 2016-2018 
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b. Untuk menganalisis kendala pelaksanaan kebijakan Rescheduling, 
Reconditioning Restructurisasi dalam mengatasi pembiayaan Murabahah 
Bermasalah pada PT.BPRS  Bandar Lampung    periode 2016-201 
c. Untuk mendeskripsikan kebijakan Rescheduling, Reconditioning, dan 
Restructurisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah Murabahah dalam 
perspektif ekonomi islam pada PT.BPRS Bandar Lampung  periode 2016-2018  
G. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai 
kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructurisasi dalam mengatasi 
pembiayaan bermasalah Murabahah pada PT.BPRS  Bandar Lampung    periode 
2016-2018. 
b. Manfaat Praktis  
1. Bagi Bank  
Dapat memberikan informasi bagi pihak bank untuk mensosialisasikan kepada 
nasabah tentang kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructurisasi dalam 
mengatasi pembiayaan bermasalah Murabahah. 
2. Bagi Penulis  
Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih 
mendalam lagi mengenai kebijakan yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi 
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pembiayaan bermasalah khususnya kebijakan Rescheduling, Reconditioning 
Restructurisasi  pembiayaan bermasalah  Murabahah 
3. Bagi Akademisi  
Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
penelitian selanjutnyaa. Selain itu, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan terkait dengan perbankan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan 
sebagai sumber refrensi bagi pengembangan penelitian yang akan datang 
mengenai kebijakan pembiayaan bermasalah. 
H. Kerangka Berfikir  
Alur fikir yang tersebar dalam pecahan-pecahan teori akan diformat secara 
sederhana agar sasaran atau gambaran dari problem alur logika dalam penelitian ini 
juga akan dijelaskan keterkaitan satu dengan yang lainnya, seperti hubungan antara 
pembiayaan murabahah dengan kebijakan Rescheduling, Reconditioning, 
Restructuring. Selain itu juga, akan dijelaskan secara umum oleh penelitu tentang 
kreteria dari kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah 
Relasi dan hubungan kedua variable dalam penelitian ini adalah pembiayaan 
murabahah bermasalah dan kebijakan rescheduling,reconditioning, dan restructuring 


















Gambar 1.1 Skema kebijakan restrukturisasi 
 
I. Metode Penelitian 
Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan daan kegunaan tertentu. Metode penelitian 
menurut Sugiono adalah ‗‘cara ilmiah untuk mendapatkandata yang valid dengan 
tujuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 
memecahkan dan dapat menginspirasi masalah dalam bidang pendidikan.17 
 
 
                                                             
17










1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 
a. Jenis penelitian  
Penilitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian 
yang mengunakan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Adapun 
karena penelitian ini di analisis, maka dalam prosesnya peneliti mengangkat data 
dan permasalahan yang di lapangan yang berkenaan dengan analasis kebijakan 
rescheduling, reconditioning, restructuring dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah Murabahahdi PT.BPRS  Bandar Lampung. 
b. Sifat Penelitian  
 Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni studi untuk 
menemukan fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat, atau kejadian-kejadian 
secara sistematis dan akurat. 
2. Sumber Data 
Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 
untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data yang di pakai dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :18 
a. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 
dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengembilan data langsung pada 
subjek sebagai sumber informasi yang di cari.19 
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 Data primer dapat diperoleh melalui informasi langsung dari manusia (pihak bank) 
di Bank Syariah Bandar Lampung( PT.BPRS Bandar Lampung) yang berlokasi di 
Jl. Pangeran Antasari No.148 Bandar Lampung, melalui media wawancara untuk 
mempoleh informasi dan hasil observasi lokasi  yang dijadikan objek penelitian 
b. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung 
diperoleh oleh peneliti dari subjek penelilitian. Data sekunder diperoleh dari 
dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms dll), foto-foto, film 
rekaman vidio, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.20 Sehubungan 
dengan pengertian diatas, Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah 
menggunakan sumber data primer sebagai informasi sekaligus untuk memperoleh 
data yang di perlukan dalam penelitian ini. 
3. Partisipan dan Tempat penelitian  
Lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Bandar Lampung( 
PT.BPRS Bandar Lampung) yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari No.148 
Bandar Lampung. Peneliti tertarik melakukan penelitian ditempat ini pertama: 
lokasi tersebut di katakan strategis karena terletak dipusat keramaian kota Bandar 
lampung dan menunjukan eksistensinya sebagai lembaga keuangan. Kedua; dekat 
dengan perusahaan atau pengusaha-pengusaha kecil sampai menengah yang 
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Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian: SuatuPendekata Praktik- Edisi Revisi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010), h.22. 
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sewaktu-waktu ingin melakukan pembiayaan dan bertransaksi dengan cepat dan 
mudah.  
a. Populasi 
Populasi adalah sebagai keseluruhana kelompok orang, kejadian, ataua hal-
hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Populasi dalam penelitian ini 
adalah karyawan BPRS Bandar Lampung guna mendukung memperkuat 
penelitian yang dilakukan. 
b. Sampel  
Sampel merupakan bagian subjek dari populasi yang terdiri dari anggota-
anggota yang terpilih. Mengingat kemampuan dari segi waktu dan tenaga 
maka penulis menentukan jumlah sampel yang dignakan dalam penelitian ini 
yaitu Adm Pembiayaan: Septi Mastaliza, S.E. dan Berlian Feni, Direktur 
Utama Ridwansyah, S.E.,M.E.Sy. Direktur Marsono,S.E. di BPRS Bandar 
Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 November 2019 
4. Prosedur Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpuan data sebagai intrumen pengumpul data sekaligus langkah 
paling utama dalam penelitian untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian 
kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 
setting), sumber data prime dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 
observasi berperanserta (participant observastion),wawancara mendalam (in 
depth interiview) dan dukumentasi.  
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Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tekni wawancara sebagai 
metode untuk memeperoleh data secara langsung dari narasumber.  
Adapun pengertian dari ke 3 teknik pengumpulan sebagai berikut :  
a. Observasi  
 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 
pengamatan, dengan di sertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek 
sasaran. Metode observasi yaitu melakukan serangkaian  pengamatann yang 
dilakuka di PT.BPRS  Bandar Lampung  untuk mengetahui kegiatan yang 
dilakukan lebih dekat. Hasil dari pengamatan ini berupa aktivitas,kejadian, 
peristiwa, objek, kondisi seseorang dan gambaran riil dari suatau objek penelitian.  
Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan yang di lakuakan secara 
mendalam terhadap bentuk kegiatan PT.BPRS  Bandar Lampung  dalam 
melakukan transaksi penghimpnan dana maupun pengelolaan dana baik dalam 
bentuk pembiayaan maupun tabungan yag sedang berlangsung di lokasi penelitian 
menggunakan seluruh panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, 
peraba, dan pengecap untuk mendapatkan sesuai dengan data informasi yang 
diinginkan.  
Observasi yang digunakan untuk penelitian ini melihat dengan paparan di atas 
ialah observasi partisipatif, obsevasi partisipatif merupakan penelitian yang 
melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamamai atau 
atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan 
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pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang di kerjakan oleh sumber data, dan 
ikut merasakan suka dukanya 
b. Wawancara 
Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 
Wawancara mendalam dikembangkan dalam tiga teknik, yaitu:  
1. Wawancara tidak terstruktur  
2. Wawancara berstruktur 
3. Wawancara sambil lalu. 
Jenis wawancara yang akan di lakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah jenis 
wawancara terstruktur atau sistematis atau terpimpin yaitu dimana peneliti telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yamg akan diperoleh, oleh karena itu 
peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
pertanyaan-pertanyaan tertulis.  
Wawancara akan di lakukan langsung untuk memperoleh informasi secara langsung 
dengan objek penelitian seperti nasabah, para pegawai di PT.BPRS  Bandar Lampung  
serta pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut, pemimpin, dan nasabah yang 
mengalami pembiayaan bermasalah. 
c. Dokumentasi  
Metode dukumentasi ini merupakan studi pelengkap dari metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode dukumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainy dalam melakukan metode dukumentasi, 
22 
 
peneliti menyelidiki segala sesuatu benda dimana benda tersebut memiliki hubungan 
dengan objek penelitian yang sedang diteliti.  
Dengan adanya dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu bisa dijadikan sebagai tambahan sumber data yang di butuhkan dalam 
untuk mendukung dari sumber data primer. Metode dokumentasi digunakan peneliti 
dalam penelitian ini karena sebagai pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis 
yang tersusun dari asrib-arsib, catatan rapat, gambar kegiatan dan dokumen resmi 
selain itu semua hasil peneliatian akan semakin kredibel apabila di dukung dengan 
foto-foto yang telah ada. 
Metode dokumentasi di lakukan dengan harapan dapaat mendapatkan data 
informasi objek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya PT.BPRS  Bandar 
Lampung  , letak geografis Bank, struktur organisai, keadaan jumlah karyawan dan 
jumlah nasabah, dan lain sebagainya. Data yang telah disebutkan akan dijadikan data 
tambahan dalam penelitian ini. 
5.  Pengolahan Data 
a. Teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber baik sumber data primer 
maupun sekunder tentang kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing 
dalam mengatasi pembiayaan bermasalah Murabahah. 
b. Tahap memilih data yang terkumpul dari beberapa sumber. 
c. Memilah-milah dan menelaah data yang terkumpul dari beberapa sumber 
mengenai kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing dalam 
mengatasi pembiayaan bermasalah Murabahah. 
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d. Tahap mengklasifikasikan sebuah data yang didapatkan dari lokasi penelitian. 
6.  Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari  dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil akhir wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. 
Setelah keseluruhan dta terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis 
data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan.21 Anaisis tersebut dilakukan dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut  : 
a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai kebijakan 
Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah Murabahah di BPRS Bandar Lampung. 
b. Mengklasifikasi data yang terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori 
yang diteliti. 
c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman 
pada kerangka pikir yang ditentukan. 
d. Menganalisi data yang menggunakan metode kualitatif kemudian mnghubungkan 
data dengan teori. 
e. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan 
data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan 
sebagaimana tertera pada rumusan masalah.  
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Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif sumber 
dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. Dalam 
penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk 
permintaan informasi yng bersifat menerangkan dalam bentuk uraian maka data 
tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan bentuk suatu 
penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, pristiwa tertentu, meskipun dalam 
penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan 
rangkaian penjelasan.  
Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis 
data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berpkir yang berangkat dari fakta-
fakta yang khusus dan konkrit, pristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa 
yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat 
umum. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang 
pemaknaan  dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang 
diikhtisarkan dari data kasar. Melaluai cara berpikir induktif ini peneliti gunakan 










A. Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Secara bahasa, kata murabahah berasal darikata (arab) rabaha, yurabihu, 
murabahatan,yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tijaratun 
rabihun, wa baa‟u asy-syai murabahahan” artinya perdagangan yang 
menguntungkan. Dan menjual sesuatu barang yang member keuntungan. Kata 
murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang artinya tumbuh, 
berkembang, dan bertahan.22 
Secara istilah, menurut para ahli hukum islam (fuqaha), pengertian murabahah 
adalah “al-hai bira „sil maal waribhum ma‟lum” artinya jual beli dengan harga 
pokok ditambah dengan keunatungan yang diketahui. Ibnu Jazi menggambarkan 
jenis transaksi ini ―penjual barang memberitahukan kepada pembeli barang dan 
keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut‖. Para fuqaha mensifati 
murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu‟ al- 
amanah). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan 
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 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003), h. 108. 
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dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut 
keuntungannya kepada pembeli.23 
Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang 
disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan 
denagan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan 
yang diperolehnya.24 
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam 
Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah 
untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian 
pada nasabah)25. Definisi ini menujukan bahwa transaksi murabahah tidak harus 
dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit). Melaikan dapat juga dalm bentuk tunai 
setelah menerima barang ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian 
hari. 
2. Landasan hukum pembiayaan Murabahah 
a.  Al-qur’an 
Al-qur‘an ialah kalam allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW.  Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-qur‘an membuat pokok-pokok 
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permasalahan yang menyangkut kebutuhan umat manusia26. Landasan jual beli 
dihalalkan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nissa(2) : 29, yaitu: 
ٌَ حَِجَٰ  َٰٓ أٌَ حَُكٕ ِطِم إَِلَّ بََٰ َُُكى بِٱنإ نَُكى بَيإ ََٰٕ ْا أَيإ َٰٕٓ ُكهُ
ٍَ َءاَيُُْٕا ََل حَأإ َٰٓأَيَُّٓا ٱنَِّري َسةً َػٍ يََٰ
ا  ًٗ ٌَ بُِكىإ َزِحي َ َكا ٌَّ ٱّللَّ ْا أََفَُضُكىإِۚ إِ َٰٕٓ ُ خُه
ََل حَقإ َٔ ُُكىإِۚ   ٢حََساٖض يِّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nissa(2) :  29) 
Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi 
dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara 
perniagaan (perdagangan) yan berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing 
maka hal ini diperbolehkan dalam islam. Serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang 
dalam agama yang menyebabkan kecelakaan (musibah) untuk  memperolehannya, 
mkaa dilarangnya untuk berbuat demkian. Ayat diatas mengajarkan untuk transaksi 
dengan jalan perdagangan yang dihalalkan dan tidak melakukan riba. 
b. Al-Hadis 
Pada prinsipnya yan dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang 
dirajuk/disarankan kepada nabi, baik berupa perkataan,perbuatan maupun 
ketetapan.27 Berikut beberapa hadis nabi yang mendukung keabsahan murabahah, 
yaitu: 
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Dari Shuaib Al-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yanh 
didalamnya terdpat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah 
(Murabaha) dan bercampur tepung dengan 25 gandum untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah) 
  Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulllah SAW bersabda, “sesungguhnya 
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.‟‟ (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah 
dan dinilai shahih oleh Ibnu hibban.28 
Dari hadis ditas bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah 
digunakan untuk membantu nasabah, pembiayaan untuk prngadaan objek tertentu 
dimana nasabah tidak memiliki kemampuan financial yang cukup untuk melakukan 
secara mengangsur atau secara tangguh dan jual beli dengan harga jual lebih sampai 
keuntungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan penuh kerelaan. 
c. Ijma 
Umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia 
sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilahkan dan 
dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk 
mendapatkannya secara syah. 
Dengan demikian maka mudah lah bagi setiap individu untuk memenuhi 
kebutuhannya. Dalam melaksanakan transaksi murabahah, ketentuan atau aturan yang 
perlu diperhatikan yaitu ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan 
Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bnak Indonesia maupun 
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Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia  (PAPSI). Landasan hukum 
pembiayaan Murabahah dalam operasional adalah : 
1) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
2) Lampiran SK BI No. 32/34/SKT Tgl 12/05/99 Dir BI Tentang Prinsip-Prinsip 
Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 
3) Fatwa DSN-MUI, Landasan syariah pembiayaan dengan menggunakan akad 
murabahah adalah Fatwa DSN No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: 
menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan: fatwa 
tentang Murabahah.29 
Pertama : ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah. 
a. Bank dan nasabah harus bmelakukan akad murabahah yang bebas riba.Barang 
yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah. 
b. Bank dapat membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kwalifikasinya. 
c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
d. Bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 
jika pembelian dilakukan secara hutang. 
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Kedua: ketentuan Murabahah kepada nasabah. 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset 
kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset 
yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus 
membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji 
tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
d. Dalam jualbeli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka 
saat mendatangani awal pemesanan. 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah 
dikeluarkan bank harus dibayarkan dari uang muka tersebut. 
Ketiga: Jaminan dalam Murabahah. 
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pemesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 
Keempat: utang dalam murabahah. 
a. Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada 
kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas 
barang tersebut. Jika naasabah menjual kembali barang tersebut dengan 
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keuntungan dan kelebihan, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan untungnya 
kepada bank. 
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak 
wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 
menyelesaikan utannya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat 
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 
Kelima: penundaan pembayaran dalam Murabahah. 
a. Nasabah memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. 
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu 
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam: bangkrut dalam murabahah 
 Jika nasabah dinytakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus 







3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah 
Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang 
menunjukan adanya pertukaran atau kegiatan saling member yang menempati 
kedudukan ijab dan qabul itu.30 
a. Rukun  
1) Pihak yang akad 
a) penjual (ba‟i) 
Merupakan pihak yang memilik objek barang yang akan diperjual belikan 
dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjual adalah bank.  
b) pembeli (musytary) 
Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan 
membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli diaplikasikan bank 
syariah adlah nasabah. 
c) Objek yang diakadkan: 
1) Barang yang diperjual belikan yaitu suatu barang yang diperlukan oleh 
nasabah dan bank membelinya dan menjualnya  kembali kepada nasabah. 
2) Harga yaitu harga pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan 
bank menyatakan jumlah keuantungan yang akan diambil. 
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3) Sighat (ijab dan qabul) 
a) Serah (ijab) yaitu penyerahan suatu barang dari pihak bank kepada pihak 
nasabah 
b) Terima (qabul) yaitu pernyataan penerimaan pihak nasabah terhadap 
suatu barang yang diperlukannya kepada pihak bank 
b.  Syarat Jual Beli 
1) Syarat yang berakad : 
a) Pihak yang melakukan akad harud iklas dan memiliki kemampuan untuk 
melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum. 
b) Sukarela (ridho) tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan 
2) Objek yang diperjual belikan : 
a) Barangnya ada sesuai yang dijelaskan, barang yang akan dijual, berwujud 
dan merupakan barang halal. 
b) Tidak termasuk diharamkan. 
c) Bermanfaat. 
d) Penyerahan dari penjual dapat dilakukan. 
e) Merupakan hak milik penuh yang berakad. 
f) Sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan pembeli 
diterima pembeli. 
3) Akad sighat 
a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad 
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b) Antara ijab dan qabul harus selaras baik dengan spesifikasi barang maupun 
harga yang disepakati 
c) Tidak mengandung sifat klausal yang menguntungkan keabsahan transaksi 
pada hal atau kejadian yang akan dating 
d) Tidak membatasi jangkawaktu  
4) Harga  
Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah 
dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa 
perjanjian, sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran di sepakati 
bersama antar penjual dan pembeli31 
1. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah 
Jenis-jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah antara 
lain:32 
a. Murabahah berdasarkan pesanan 
 Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat 
atau tidak mengikat pembeli untuk mengikat berarti pembeli harus membeli 
barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Adapun 
murabahah yang bersifat mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi 
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pembeli tersebut tidak terikat maka pmbeli dapat menerima atau membatalkan 
barang tersebut. 
b. Murabahah tanpa pesanan 
Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. 
Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga 
penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. 
2. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan 
Aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan, yaitu:33 
a. Penggunanaan Akad Murabahah 
1. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan  Pembiayaan 
murabahah merupakan pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank 
syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli  barang 
investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. 
2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan 
investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi murabahah sangat 
sesuai karena ada barang yang diinvestasikan oleh nasabah atau aka nada 
barang yang menjadi objek investasi. 
3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja 
yang diberikan langsung dalm bentuk uang. 
4. Barang yang digunakan sebagai objek jual beli: 
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1. Bank berhak menetukan dan memilih supplier dalam pembelian barang. 
Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka pihak bank melakukan penilaian 
terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan criteria 
yang ditetapkan oleh bank. 
2. Bank menentukan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan antara 
bank dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah. 
3. Cara pembiayaan yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mentransfer 
langsung pada rekening supplier/penjual, bukan pada rekening nasabah. 
c. Nasabah 
1. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan 
transaksi. 
2. Nasabah memiliki kemampuan dan kemauan dalam melakukan pembayaran. 
d. Harga  
1. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank 
dan nasabah selama masa perjanjian. 
2. Harga jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan 
nasabah. 
3. Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah 
(bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang diansur oleh 
nasabah jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai 
bagian dari pelunasan piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak 
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dilaksanakan (batal), maka urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada 
nasabah setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. 
e. Jangka waktu  
1. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam angka 
pendek, menengah, dan panjang, sesuai denagn kemampuan pembayaran 
oleh nasabah dan julah pembiayaan yang diberikan oleh bank. 
2. Jangka waktu pembiayaan tidak dapt diubah oleh salah satu pihak. Bila 
terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh 
bank maupun nasabah. 
B. Pembiayaan  
1. Pengertian Pembiayaan 
Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu 
―saya percaya‖ atau ―saya menaruh kepercayaan‖. Perkataan pembiayaan artinya 
kepercayaan (trust) yang beraryi bank menaruh kepercayaan kepada seseorang 
untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sebagai shahibul maal. Dana 
tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan 
syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.34 
Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
pasal 1 poin 25. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu. 
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.Transaksi 
sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah 
muntahiya bitamlik. 
b. Transakasi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisnha‟ 
c. Transakasi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 
d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa. 
2. Jenis-Jenis Pembiayaan  
a.  Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan  
1. Pembiayaa Modal Kerja Syariah 
Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka 
pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 
modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.35 
2. Pembiayaan Investasi Syariah  
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka 
panjang untuk pembelian barang-barag modal yang diperlukan untuk 
pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, dan relokasi 
peroyek yang sudah ada.36 
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah  
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Secara definif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi 
kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan 
usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif 
adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan 
umumnya bersifat perorangan.37 
4. Pembiayaan Berdasarkan Take Over 
Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul 
sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non-syariah yang telah 
berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.38 
5. Pembiayaan Letter of Credit (L/C) 
Pembiayaan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan 
dalam rangka memfasilitasi impor atau ekspor nasabah.39 
b.  Pembiayaan Berdasarkan Akad 
1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Ba‟i) ; 
a) Pembiayaan Akad Murabahah 
Murabahah berasal dari kata ribh‟u (keuntungan) yang dapat 
didefinisikan sebagai pokok perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, 
dimana bank menyebut jumlah keuntungnya. Bank bertindak sebagai 
penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adlah harga beli 
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bank dari pemasok ditambah keuntingan.40 Murabahah adalah akad jual beli 
barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli.41 
b) Pembiayaan Akad Salam  
Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan 
belum ada. Oleh karna itu, barang diserahkan secara tangguh sementara 
pembayaran dilakukan tunai. 
c) Pembiayaan Akad Istishna‟ 
Produk istishna‘ menyerupai produk salam, tapi dalam istisna‘ 
pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) 
pembayaran. 
2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (ijarah)  
Transaksi ijarah dilandasi adanya manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip 
ijarah juga sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada 
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya dlaha barang pada 
ijarah objek transaksinya adalah jasa.42 
3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 
a) Pembiayan Akad Musyarakah 
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Transaksi musyrakah dilandasi adanya keiningan para pihak yang 
bekerja sama untuk meningkatkan asset yang mereka miliki bersama-
sama, dimana kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapt berupa dana, 
kepemilikan, atau  kepandaian (skill) 
b) Pembiayaan Akad Mudhrabah  
Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik 
modal (shohibul mal) mempercayai sejumlah modal kepada pengelola 
(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.43 
C. Pembiayaan Bermasalah 
1. Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah 
 Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan yang dimana nasabah tidak dapat 
membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak 
memnuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan 
bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan 
bank.44 Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal 
dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko 
pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulakan potensi kerugian 
bank.45 
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Gatot Supramono menjelaskan bahwa ―kredit macet adalah suatu keadaan 
dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tapat pada 
waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau 
ingkar janji.46 pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji 
dalam pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Oleh 
karena itu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan 
bank sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. 
Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori 
Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga 
pembiayaan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah 
NPF (Non Perfoming Financing).47 
Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori : 
1) Lancar, apabila memenuhi criteria sebagai berikut:  
a) Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang terdapat pada akad dan 
tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran. 
b) Nasabah memiliki mutasi rekening yang aktif 
2) Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi criteria sebagai berikut: 
a) Apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari. 
b)  Debitur mengalami maslaah dlam keunagan sehingga  terdapat tunggakan. 
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c) Frekuensi mutasi rekening relative rendah. 
d) Pelanggaran terhadap akad perjanjian relative jarang terjadi. 
3) Kurang Lancar, apabila memenuhi criteria sebagai berikut: 
a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90hari sampai dengan 
120hari. 
b) Debitur mengalami masalah keuangan lalu debitur diberikan pedekatan 
oleh bank namun hasilnya tetap kurang baik. 
c) Diragukan, apabiala memenuhi criteria sebagai berikut: 
1) Terdapat tunggakan angsuran telah melampui 180hari. 
2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180hari. 
4) Macet, apabila memenuhi criteria sebagai berikut: 
a) Terdapat tunggakan angsuran yag telah melampaui 270hari. 
b) Adanya kerugian dari pihak bank dan pembiayaan sudah tidak dapat 
ditagih kembali.48 
Dalam operasional peyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling 
berkaitan, pertama yaitu kepercayaan dimana pihak bank mempercayai bahwa 
pmbiayaan yang diberikan oleh bank akan benar-benar dapat dibayar dan diterima 
kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, kesepakatan penyaluran 
pembiayaan yang dituangkan daldam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh 
kedua pihak. Ketiga, jangka waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. 
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Keempat, risiki yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika 
terjadinya kemacetan, kelalaian dan kesalahan yang sengaja, maupun 
penyembunyian keuntungan nasabah.49 
 Pada hakikatnya pembiayaan yang telah diberikan oleh bank wajib 
dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang dtentukan. Namun, 
risiko yang terjadi saat berlangsungnya pembiayaan tetap saja muncul. Risiko 
pembiayaan dapat dikatakan gagal bayar atau risiko kerugian. Risiko ini mengacu 
pada potensi kerugian yang akan dihadapi bank apabila pembiayaan yang diberikan 
kepada nasabah macet atau tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan 
modal yang diberikan oleh bank serta nasabah tidak mampu menyerahkan porsi 
keuntungan yang seharusnya diperoleh bank pada waktu yang telah disepakati di 
awal.50 
2. Indikasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 
 Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa 
gajela. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Perilaku rekening 
Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan 
bermasalah misalnya adanya penurunan saldo secara drastis, nasabah membayar 
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angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai 
dengan akad pembiayaan, nasabah mengajukan keringanan seperti penundaan 
atau perpanjangan pembayaran, dan penjadwalan ulang pembiayaan. 
b. Perilaku keuangan  
Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat 
berupa penurunan likuiditas, adanya penurunan aktiva tetap utang jangka panjang 
meningkat, munculnya hutang kepada pihak lain, rasio keuntungan terhadap asset 
menurun, laporan keyuangan sering terlambat dan ada kemungkinan di rekayasa. 
c. Perilaku Kegiatan Bisnis  
Perilaku kegiatan bisnis dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan 
bermasalah ditandai denagn penurunan supply barang, hubungan dengan 
pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai 
distributor, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, ada 
informasi lain dari pihak lain. 
d. Perilaku nasabah  
Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu 
kesehatan usaha nasabah memburuk, trjadi sengketa rumah tangga, telepon dari 
bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena 
musibah, dan lain sebagainya. 
3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
A.  Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah adlah sebagai berikut: 
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1. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat 
memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan 
berlangsung. 
2. Terdapat perilaku kolusi abtara pejabat banj yang menangani pembiayaan 
dan adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 
nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan 
akurat. 
3. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak 
diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan. 
4. Kurangnya pembianaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan 
nasabah.51 
B.  Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah 
adalah sebagai berikut : 
1. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau 
dengan  tidak sengaja karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan 
baik.52 
2. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan 
pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjnjian53 
3. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam 
perekonomian. 
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 Menurut Sutojo Siswanto gejala terjadinya pembiayaan bermasalah dapat 
terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian 
pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian 
pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, serta penurunan nilai jaminan 
yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi54 
4. Risiko Pembiayaan Bermasalah 
Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 meyatakan 
bahwa resiko pembiayaan adalah akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.55 
Risiko pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah 
tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank 
seperti yang telah diperjanjikan sehingga berakibat pada kerugian bank, yaitu 
kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan maupun 
pendapatan yang diterima.56 
Kegagalan dalam suatu kejadian transaksi/pembiayaan kredit dapat 
disebabkan oleh macam kejadian, antara lain: 
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1. Self-dealing (aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu 
adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya 
kepentingan pribadi karena adanya kepentingan tersebut) 
2. Anxiety for Income (haus akan laba), namun kurang mengupayakan sumber 
pengembalian, yaitu arus kas. 
3. Kompromi terhadap rinsip pemberian kredit yang sehat. 
4. Tidak tersedia prosedur perkreditan yang memenuhi syarat atau proses 
pengelolaam kredit yang baik. 
5. Informasi kredit untuk mengambil keputusan tidak lengkap. 
6. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian. 
7. Menggampangkan permasalahan yang terjadi . 
8. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten. 
9. Kurang memiliki kemampuan teknis. 
10. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko.57 
Pembiayaan bermaslah tersebut, dari segi produktifitasnya (performance-
nya) yaitu dalam kaitannnya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi 
bank, sudah berkurang atau atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada 
lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar 
biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penisihan Penghapusan Aktiva Produktif), 
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sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi. 
5. Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Keberlangsungan usaha suatu bank yang didominasi oleh aktivitas 
pembiayaan, dipengaruhi oleh kwalitas pembiayaan yang merupakan sumber 
utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber utama bank dalam 
menghasilkan pendapatan dan sumber dana banj untuk ekspansi usaha yang 
berkesinambungan. Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan 
dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut 
antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang 
mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki 
prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah 
restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada bank, harus tetap 
memenuhi prinsip syariah disamping mengacu pada prinsip kehati-hatian yang 
bersifat universal yang berlaku pada industry perbankan. Sealin aspek kebutuhan 
dan kesesuaian dengan perkembangan insudtri perbankan syariah menjadi 
pertimbangan dan perkembangan industry perbankan mengenai Restrukturisasi 
Pembiayaan di Bank dan Unit Usaha Syariah. 58 
Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila 
nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama 
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dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah 
sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dpaat diajak bekerjasama dalam upaya 
penyelamatan pembiayaan bermsalah  maka bank syariah akan melakukan upaya 
penyelesaian pembiayaan bermaslah. 
Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi 
pembiayaan yaitu:  
Dalam surat Al-Baqarah (2) : 280 
 ٌَ ٕ ًُ هَ ٞس نَُّكىإ إٌِ ُكُخُىإ حَؼإ أٌَ حََصدَّقُْٕا َخيإ َٔ َضَسٖةِۚ  َسٖة فََُِظَسةٌ إِنَىَٰ َييإ ٌَ ُذٔ ُػضإ إٌِ َكا َٔ
٢٨٢ 
Artinya : „‟Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui‟‟ 
Dalam Surat Al-Baqarah (2) : 286 
َآَٰ  َا ََل حَُؤاِخرإ ۗۡ َزبَُّ خََضبَجإ َٓا َيا ٱكإ َػهَيإ َٔ َؼَٓاِۚ نََٓا َيا َكَضبَجإ  صإ ُٔ ًضا إَِلَّ  َفإ  ُ ََل يَُكهُِّف ٱّللَّ
ٍَ ِيٍ  خَُّۥ َػهَى ٱنَِّري هإ ًَ ا َح ًَ ٗسا َك َُآَٰ إِصإ مإ َػهَيإ ًِ ََل حَحإ َٔ َا   َزبَُّ
َاِۚ طَأإ ٔإ أَخإ إٌِ ََِّضيَُآَٰ أَ
َا هَُِاِۚ َزبَُّ َُآَِٰۚ أَََج  قَبإ ًإ َح ٱزإ َٔ فِسإ نََُا  ٱغإ َٔ ُف َػَُّا  ٱػإ َٔ ِّۖۦَ  َُا َيا ََل طَاقَتَ نََُا بِ
هإ ًِّ ََل حَُح َٔ
 ٍَ فِِسي َكَٰ ِو ٱنإ ٕإ قَ َا َػهَى ٱنإ َُا فَٱَُصسإ نَىَٰ ٕإ   ٢٨٢َي
Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang  
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 
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Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." 
Hadits Nabi Riwayat Muslim  
َصهََّى قَاَل :  َٔ  ِّ ٍِ انَُّبِيِّ َصهَّى هللاُ َػهَْي ُُّْ، َػ ٍْ أَبِي َُْسْيَسةَ َزِضي هللاُ َػ ٍْ  َػ َفََّش َػ  ٍْ َي
 ٍْ ُُّْ ُكْسبَتً ِي َفََّش هللاُ َػ َْيَا  ٍْ ُكَسِب اندُّ ٍ ُكْسبَتً ِي َس  ُيْؤِي ٍْ يَضَّ َي َٔ ِو اْنقِيَاَيِت،  ْٕ ُكَسِب يَ
َْيَا  ٍْ َصخََس ُيْضهًِاً َصخََسُِ هللاُ فِي اندُّ َي َٔ اآلِخَسِة،  َٔ َْيَا  ِّ فِي اندُّ َػهَى ُيْؼِضٍس يَضََّس هللاُ َػهَْي
ٍْ َصهَ  َي َٔ  .ِّ ٌِ أَِخْي ْٕ ٌَ اْنَؼْبُد فِي َػ ٌِ انَْؼْبِد َيا كاَ ْٕ هللاُ فِي َػ َٔ اآلِخَسِة  ُش َٔ ًِ َك طَِسْيقاً يَهْخَ
 ٌَ ْٕ ِث هللاِ يَْخهُ ْٕ ُ ٍْ بُي ٌو فِي بَْيٍج ِي ْٕ َغ قَ ًَ َيا اْجخَ َٔ ِّ طَِسْيقاً إِنَى اْنَجَُِّت،  ِّ ِػْهًاً َصََّٓم هللاُ بِ  فِْي
َغِشيَْخُُٓى انسَّ  َٔ ِكْيَُتُ  ِْٓى انضَّ ََزنَْج َػهَْي َُّ بَْيَُُْٓى إَِلَّ  ْٕ يَخََداَزُص َٔ َحفَّخُُْٓى ِكخَاَب هللاِ  َٔ تُ،  ًَ ْح
ََضبُُّ. ]يخفق   ِّ ِّ نَْى يُْضِسْع بِ هِ ًَ َ فِي َػ ٍْ بَطَأ َي َٔ َُْدُِ،  ٍْ ِػ ًَ َذَكَسُُْى هللاُ فِيْ َٔ ًَالَئَِكتُ،  اْن
 ػهيّ             
“Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu‟min dari berbagai 
kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di 
Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya 
akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) 
seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu 
menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. Siapa yang 
menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke 
syurga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab 
Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada 
mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi 
malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang 
lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. (Muttafaq alaih)‖ 
Berdasarkan landasan-landsan diatas tidak ada alasan bahwa setiap lembaga 
keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuankepada nasabah 
untuk memberikan keringananan, supaya nasabah tidak keberatan dalam membayar 
kewajibannya setiap bulan dan nasabah bisa melunasinya, tetapi dalam memberikan 
keringanan kepada nasabah juga harus dilihat dari beberapa aspek yaitu, alasan-alasan 
kenapa nasabah tidak bisa untuk membayar kewajibannya, tetapi jika nasabah tidak 
52 
 
membayarkan kewajibabnya maka bisa dilakukan penyelesaian dengan cara hukum 
dan peraturan yang berlaku untuk perbankan.  
Dalam fiqih Muamalah terkhusus dalam transaksi kerja sama hal paling 
signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli dan kerjasama adalah akad. 
Akadmenentukan sah dan tidaknya kerjasama ataupun kontrak kedua belah pihak 
baik itu secara tertulis ataupun tidak, karena Signifikansi akad merupakan persyaratan 
yang harus di penuhi. Persyaratan yang menuntut sesesorang untuk memahaminya 
dalam hal transaksi kontrak kerja. Ketika kita berbicara akad dalam suatu 
pembiayaan, maka ada hadist dari pendapat ulama‘ Syafi‘iyah, Malikiyah dan 
Hanabilah yang menerangkan tentang akad, yang artinya : ‖Segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, 
pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang 
seperti jual –beli,  perwakilan dan gadai‖  
Dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjan dapat dikategorikan 
sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan 
syariat. Setelah itu, ketika ilmu fiqh muamalah telah menjawab atas persoalan-
persoalan dalam transaksi perbankan, dalam fiqh muamalah pun terdapat asas-asas 
fiqh muamalah sendiri dalam aturan yang dipahami dan dijalankan oleh lapisan umat 
Islam yangmelakukan transaksi agar terhindar dari kemudhorotan, adapun asas-asas 
fiqh  diantaranya; 
1. Asas Al-Huriyah (kebebasan) 
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Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian 
termasukpengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang  melaksanakan 
akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian 
maupun persyaratan lainnya. 
Firman allah dalam Q.S Al-Ma‘idah (5) : 1 
ا  َلَّ َي اِو إِ َؼ َْ َ ُ اْْل ت ًَ ي ِٓ ْى بَ َكُ َّْج ن ه ِح
ُ ُِٕد ِۚ أ ق ؼُ انْ فُٕا بِ ْٔ َ ُٕا أ ُ ٍَ آَي ي َِّر ن ا ا َٓ يُّ َ ا أ َ ي
وٌ ۗۡ إِ  ُس ُْى ُح خ َْ َ أ َٔ ِد  يْ هِّي انصَّ ِح َس يُ يْ ْى َغ كُ يْ َ ه َىَٰ َػ ه خْ ُ يدُ ي ُسِ ا ي ىُ َي كُ َْح َ ي ٌَّ هللاَّ
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S. Al-Ma‘idah (5) : 1) 
Yang dimaksd dengan asas kebebasan adalah suatu asas yang mengajarkan 
bahwa dalam suatu kontrak para pihak bebas membuat perjanjian, baik sisi dan 
materi perjanjian menentukan persyaratn-persyaratan, menentukan pelaksanaan, 
melakukan oerjanjian dengan siapun, membuat perjanjian tertulis maupun lisan 
termasuk menyelesaikan bila terjadi sengketa. 
2. Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan) 
Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak 
yangmelakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan 
lainnya. Landasan asas ini adalah firman Allah QS. Al-Hujurat (49) : 13 
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سٍ  كَ ٍْ ذَ ْى ِي َاكُ ُ قْ َ ه َّا َخ َ َّاُس إِ َٓا انُ يُّ َ ا أ َ َم  ي ائِ َ ب قَ َٔ ا  ً ٕب ُؼ ْى شُ َاكُ ُ هْ َؼ َج َٔ َىَٰ  ث َْ ُ أ َٔ
يسٌ  بِ يىٌ َخ ِ ه َ َػ ٌَّ هللاَّ ِ ْى ِۚ إ َاكُ ق حْ َ ِ أ دَ هللاَّ ُْ ْى ِػ كُ َي َس ْك َ ٌَّ أ ِ فُٕا ِۚ إ اَز َؼ خَ نِ
Artinya :”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S 
Al-Hujurat (49) : 13) 
Asas ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak ( BPRS Bandr 
Lampung) lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan atau item-
item kesepakatan dalam suatu kontrak, namun rumusan kontrak itu hendaknya 
bukan merupakan rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak 
nasabah. Pihak nasabah perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan dan 
melakukan negosiasi unuk menyetujui 
3. Asas Al-Adalah (keadilan) 
Pelaksaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan 
akaddituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-
kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. Firman 
Allah dalam QS. Ali ‗Imran (3) :  17  
 ٍَ ي فِ سِ َْغ خ ْض ًُ
انْ َٔ  ٍَ ي ِ ق فِ ُْ ًُ انْ َٔ  ٍَ ي ِ ِخ َاَ ق انْ َٔ  ٍَ ي ِ ق ادِ انصَّ َٔ  ٍَ ي ابِسِ انصَّ
َحازِ  َْص اْْل ِ  ب
55 
 
 Artinya :“(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, 
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon 
ampun di waktu sahur‖ (QS. Ali ‗Imran (3) : 17) 
Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah SWT. 
Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini 
merupaka suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan 
prinsip kebenaran hukum islam, karena itu dengan dengan berbuat adil ,maka 
seorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain. 
4. Asas Al-Ridho (kerelaan) 
Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 
harusatas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 
Dasar asas ini adalah firman Allah dalam QS. An-Nissa‘ (4) : 29 
 ٌَ ٕ كُ ٌْ حَ َ َلَّ أ ِم إِ َاِط ب انْ ْى بِ َكُ ُ يْ َ ْى ب كُ َ ان َٕ ْي َ ُٕا أ ه كُ
أْ َ ُٕا ََل ح ُ ٍَ آَي ي َِّر ن ا ا َٓ يُّ َ ا أ َ ي
ا ً ي ِح ْى َز كُ ٌَ بِ ا َ كَ ٌَّ هللاَّ ِ ْى ِۚ إ كُ ُضَ ف َْ َ ُٕا أ ه ُ خ قْ َ ََل ح َٔ ْى ِۚ  كُ ُْ ََساضٍ ِي ٍْ ح ةً َػ اَز َج  حِ
Artinya : „‟Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa‘(4)  : 29) 
Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar 
kerelaan semua pihak. Untuk menunjukan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan 
telah dicapai diperlukan adanya ijab Kabul, ijab Kabul harus dibuat dengan jelas 
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dan rinci sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak tidak merasakan tindak 
paksaan. 
5. Asas Ash-Shidiq (kejujuran) 
Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah 
namalain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak 
yang melakukan perjanjian yang telah dibuat Qur‘an Surat AL-Ahzab (33) : 70 
 َ َّقُٕا هللاَّ ُٕا اح ُ ٍَ آَي ي َِّر ن ا ا َٓ يُّ َ ا أ َ اي يًد ِد ًَل صَ ْٕ َ ُٕا ق قُٕن َٔ  
Artinya :‖Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar”(Q.S Al-Ahzab (3): 70) 
Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala 
kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis. Jika kejujuran 
tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, 
disamping itu ketidak jujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat 
perselisihan antara pihak yang melakukan kintrak (perjanjian). 
6. Asas suka sama suka 
Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau 
parapihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.Keridhaan dalam transaksi 
adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksibarulah sah apabila 
didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad 
apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa 
tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian 
salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut 
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bisa batal. Jadi, semua kegiatan pada dasarnya boleh selama itu tidak melanggar 
aturan hukum Islam, dan dilakukan atas dasar ketulusan dan mencari keridhoan 
baik didunia maupun diakhirat. 
D. Pengertian Rescheduling Reconditioning dan Restructuring 
Pelaksanaan rescheduling reconditioning dan restructurisasi merupakan 
kegiatan restructurisasi pembiayaan. Restructurisasi pembiayaan merupakan 
sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah 
melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.
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1. Pengertian Rescheduling 
Menurut Ismail, arti rescheduling adalah sebuah upaya dalam mengatasi 
pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada 
debitur yang memiliki etikad baik untuk membayar kewajibannya.
60
Rescheduling 
(penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah 
atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang 
memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah 
mengalami penurunan kemampuan membayar. 
Rescheduling dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan 
debitur karena dalam hal ini nasabahtidak mampu memenuhi kewajibannya 
dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga 
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dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut 
disesuaikan dengan proyeksi arus kas (projected cash flow) yang bersumber dari 
kemampuan usaha nasabah.  
Terhadappenjadwalan yang disepakati tersebut adalah berkaitan dengan : 
a. Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal 
angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh 
pelunasan pokokpinjaman diperpanjang jangka waktunya. 
b. Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu 
angsuran sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara kesuluruhan 
menjadi lebih lamawaktunya. 
c. Dilakukan kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta tiap aangsuran 
pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu 
pelunasan pokok pembiayaan 
Rescheduling (penjadwalan kembali) ini dilakukan atas permohonan secara 
tertulis dari nasabah dan BPRS Bandar Lampung dapat melakukan rescheduling 
terhadap nasabah yang memenuhi criteriasebagai berikut : 
a. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran; 
b. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik. 
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c. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi 
kewajiban setelah di Rescheduling. 
Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaanmengatasi 
kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuanmenjalankan aktivitas 
bisnisnya kembali seperti semula, termasukmemulihkan kemampuan memenuhi 
kewajiban terhadap bank. Namun jikaperingatan dan perpanjangantidak juga berhasil 
dan nasabah tidak ada itikadbaik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur 
hukum.Penerapan rescheduling ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan 
menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam  
pengembalian pembiayaannya. Rescheduling (pnjadwalan kembali), merupaka upaya 
pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada deitur. 
Cara ini dilakukan jika pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang 
dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal 
pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga kredit. Rescheduling adalah 
penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalya, angsuran 
pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka 
waktu 4tahun diubah jadwalnya sdemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan 
memakan waktu 5tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cash 
flow)nyang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami 
kesulitan. Kesepakatan bersama atau perubahan jadwal baru bisa berbentuk : 
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1) Perubahan angsuran pertriwulan menjadi persmester atau perubahan jadwal 
angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok  
pinjaman lebih panjang waktunya. 
2) Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran 
yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih 
lama,  
3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnyatiap angduran pokok 
yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok 
kredit.61 
2. Pengertian Reconditioning 
Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan 
mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan 
harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya, Reconditioningmerupakan usaha 
pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara 
melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa 
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 
Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-
masalahyang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. 
Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa 
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penurunan nilai bagi hasiluntuk prosi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. 
Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya yaitu sebagai berikut : 
a. Perubahan jadwal angsuran 
b. Perubahan jangka waktu 
c. Pemberian potongan 
Reconditioning merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan 
untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahberupa pemberian keringanan 
pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini 
nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk 
pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan rescheduling, nasabah yang ingin 
melakukan reconditioning pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan 
permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan 
alasan nasabah mengajukan reconditioning dan menyebutkan nominal  
kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.62 
3. Pengertian Restructuring 
Penataan kembali atau restructuring merupakan upayapenyelesaian 
pembiayaan bermasalah dengan cara mengubahpersyaratan pembiayaan yang 
dapat dilakukan denganperubahan : 
a. Dana fasilitas pembiayaan. 
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b. Konversi akad pembiayaan. 
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 
menambah modal nasabah dengan pertimbanagn nasabah memang membutihkan 
tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.63 
Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad 
Murabahah disebutkanbahwa LKS dapat melakukan konversi dengan melakukan akad 
baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaiakan/melunasipembiayaan murabahahnya 
sesuai jumlah dan waktu yangdisepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan 
akadmurabahah dihentikan dengan cara: 
a. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS denganharga pasar. 
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang 
muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari murabahah dan musyarakah; 
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang 
nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
64
 
4. Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan 
Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Syariah (tim redaksi fokusmedia 
,2009: 299), Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup 
beberapa hal-hal yang pertama yaitu, Pembentukan dan ditetapkan orang-orang 
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yang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan. Maka dengan 
dibentuknya orang khusus yang bertugas untuk restrukturisasi ini bertujuan untuk 
lebihmemaksimalkan dan mengoptimalkan penanganan restrukturisasi, supaya 
lebihefektif dalam penyelesaian. Maka aka nada orang tersendiri yang 
bertanggungjawab untuk melakukan restrukturisasi setiap pembiayaan bermasalah 
yangdihadapi BPRS.Kemudian yang kedua, Memutuskan untuk memberikan 
sebuah ketetapanlimit untuk memberikan wewenang memutuskan pembiayaan 
yangdirestrukturisasi. Jadi ada batasan tertentu untuk memutuskan pembiayaan 
bermasalah yang ditangani dengan restrukturisasi. Dengan adanya limit maka 
setiappembiayaan bermasalah bisa dianalisis dan diselesaikan dengan cara-cara 
yangsesuai dengan tingkat limit yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu, 
memberlakukandan menetapkan beberapa Kriteria pembiayaan yang dapat 
direstrukturisasi. Dengan adanya kriteria ini diharapkan bisa untuk mengambil 
keputusan yang tepat akan diambilnya keputusan untuk restrukturisasi. 
Keempat yaitu, cara dan standart operating procedure strukturisasi 
pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan di 
restrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan 
yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.  
Serta yang kelima adalah Sistem informasi manajemen pembiayaan yang 
direstrukturisasi. Dengan dibantu dengan sistem informasi manajemen,maka 
proses restrukturisasi akan lebih mudah, dan semua hal-hal restrukturisasi 
pembiayaan bisa dianalisis dengan sistem ini. 
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Keenam, Membuat kebijakan akan ketetapan banyaknya pelaksana 
restrukturisasi pembiayaan atau jumlah maksimalnya pelaksana restrukturisasi 
yang di lihat dengan beberapa kategori yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. 
Dan terkahir yang ketujuh adalah, BUS atau UUS mengoreksi dan 
menyempurnakan kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila 
berdasarkan hasil analisis dari Bank Indonesia. Kebijakan dan prosedur apabila 
dinilai oleh Bank Indonesia kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 
tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk BUS dan UUS. Maka BI 
akan memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah 
khsusunya BPRS. 
Bank Indonesia dengan melalui aturannya atau disebut dengan Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan 
bagi Bank Syariah danUnit Usaha Syariah bahwa restrukturisasi pembiayaan 
adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 
menyelesaikan kewajibannya. Maka dalam perbankkan syariah, khususnya dalam 
BPRS Sukowati, restrukturisasi ini harus diterapkan dan dijalankan dengan baik, 
supaya dalam penyelesaian masalah dalam pembiayaan bisa diselesaikan dengna 




Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah 
dapat dilakukan melalui:65 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling) 
Penjadwalan kembali atau rescheduling adalah upaya penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban 
nasabah atau jangka waktunya. Dimana pihak bank melakukan kebijakan atau 
pemberian pilihan kepada nasabah dalam menyelesaian permasalahan pembiayaan 
yaitu dengan cara memberikan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah 
atau jangka waktu, agar nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan 
kewajibannya. Yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran. 
Menurut DNS-MUI Nomor:48/II/2005.  
Tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bahwa LKS boleh melakukan 
penjadwalan kembali tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah 
disepakati,  dengan ketentuan: 
a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. 
c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyebabnya 
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dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.  
b. Persyaratan kembali ( reconditioning) 
Persyaratan kaembali atau reconditioning merupakan upaya 
penyelesaian pembiayaan berrmasalah dengan cara mengubah sebagian atau 
seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsursan, 
jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta 
pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus 
dibayarkan kepada bank. Peraturan bank Indonesia yang digunakan untuk 
menyelesaikan pembiayaan pembiayaan bermasalah di BPRS maupun LKS 
yang lain, yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh 
persyaratan pembiayaan tanpa menambahsia pokok kewajiban nasabah yang 
harus dibayarkan kepada bank antara lain: 
a) Dirubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lrbih 
longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya. 
b) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada 
nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya., karena nominal yang 
seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan menurut DSN-MUI/46/II/2005 
bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan 
apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran 
kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantungdari kebijakan dan 
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lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan dilarang untuk 
melakukan perjanjian dalam akad. 
c) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar 
cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya 
yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi 
diberi kelonggaran menjadi 5tahun.  
c. Penataan kembali (restructuring). 
Penataan kembali atau restructuring merupakan upaya penyelesaiann 
pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang 
dapat dilakukan dengan perubahan: 
a) Menambah Dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga nasabah masih ada 
harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah bisa 
membayarkan kewajibanya setiap bulan sampai lunas 
b) Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali 
melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang bau, guna nasabah 
bisa membayar kewajibannya 
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 
menengah. Jika nasabah pembiayaan tidak mampu membayar setelah 
dilakukan rescheduling dan reconditioning yang dilakukan bank untuk 
memperbaiki nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam 
pembayaran pembiayaan Menurut (Faisal, 2011) dalam jurnalnya, Bank 
syariah dapat melakukan koversi menjadi sebuah surat berharga berjangka 
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menengah, dan menjadi penyertaan modal sementara. Kemudian ketentuan 
menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 hal 
inidilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama, Bank syariah melakukan 
pemberhentian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Kedua, 
pihak lembaga keuangan syariah membuat akad mudharabah atau 
musyarakah dengan nasabah ataas proyek atau usaha yang diberi 
pembiayaan. Dan Ketiga adalah memiliki surat berharga berjangka waktu 
menengah paling tinggi sebesar kewajibannasabah. 
d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaannasabah.Prosedur restrukturisasi pembiayaan pada BPRS 
Sukowati berdasarkan 
5. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan 
Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Dalam pasal tersebut 
dijelaskan. ‖Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha 
lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang 
tidak merugikan bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah 
yang mempercayakan dananya kepada nasabah. ‖Maka berdasarkan Undang-
Undang tersebut dijelasakan bahwa lembaga keuangan dalam melayani nasabah 
dalam berbagai transaksi, bisa dengan pembiayaan, deposito, giro dan produk 
lain dari perbankkan syariah, pihak lembaga dan nasabah tidak boleh untuk 
berbuat yang saling merugikan dan melanggar hukum. Karena semua kegiatan 
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perbankkan syariah sudah di atur dalam Undang-Undang, Dewan Syariah 
Nasional maupun dalam Peraturan Bank Indonesia.  
Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 
Nomor: 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank syariah 
dan Unit Usaha syariah serta juga Surat Edaran Bank Indonesia nomor 
10/34/DPbs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah. Prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat 
dilihat pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 13/09/PBI/2011. Pada pasal tersebut 
dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan 
berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dan pada Pasal 1 butir 1 angka 
(4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS/2008, dinyatakan bahwa 
bank syariah dalam menerapkan melakukan restrukturisasi pembiayaan harus 
menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi. 
Menurut Anshori (2010: 22), Prinsip kehati-hatian atau prudential 
principle adalah sebuah pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara 
menerapkanaturan-aturan UU maupun dalam peraturan Bank Indonesia yang 
belaku. Kemudian dari pihak internal juga diharapkan mempunyai sebuah sistem 
pengawasanyang maksimal, supaya mampu menjalankan tugas-tugasnya secara 
baik. Prinsipkehati-hatian ini diterapkan dalam restrukturisasi pembiayaan 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu sebelum 
melakukan restrukturisasipembiayaan pihak lembaga melakukan perjanjian 
kepada nasabah untuk melunasikewajibannya tepat waktu. Kedua yaitu lebih 
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mengenal nasabah dengan lebih dekat. Ketiga yaitu prinsip 5C yaitu, Character, 
Capacity, Capital, Condition, danCollateral. 
BUS maupun UUS melakukan restrukturisasi adalah dalam rangka untuk 
membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, hal ini berkaitan dengan Al-
Quran Surat Al-Baqarah:280.  
ٞس نَُّكىإ إٌِ ُكُخُىإ  أٌَ حََصدَّقُْٕا َخيإ َٔ َضَسٖةِۚ  َسٖة فََُِظَسةٌ إِنَىَٰ َييإ ٌَ ُذٔ ُػضإ إٌِ َكا َٔ
 ٌَ ٕ ًُ هَ   ٢٨٢حَؼإ
Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 
menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” (Al-Quran Surat Al-Baqarah(2) : 280) 
 
Dalam ayat ini sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk memberikan bantuan 
kepada orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang, supaya orang 
yang berhutang diberikan kelonggaran dan kemudahan dalam menyelesaikan 
kewajibannya. Maka dengan ayat ini pihak lembaga keuangan syariah atau BPRS 
Bandar lampung dihrapakan bisa menerapkan cara ini dengan baik, upaya nasabah-
nasabah yang mengelami kesulitan dalam menyelesaiakankewajibannya bisa 
diselesaikan dengan baik dan tanpa memberikan beban yangberat kepada nasabah, 
jadi antara nasabah dan BPRS bisa saling menguntungkandan bisa saling 
memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, dan 
pihak bank berkewajiban memberikan opsi untuk penyelesaianpermasalahan. 
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Berdasarkan ayat diatas bahwa terdapat 3 cara untuk menyelesaikan hutang, 
antara lain yaitu: 
1. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan. Yang pertama adalah 
menangguhkan dalam pembayaran kewajiban sampai yang berhutang atau 
nasabah longgar, dengan cara ini diharapkan nasabah mampu melunasi 
semua kewajibannya dengan baik, yaitu dengan adanya pemberian penangguhan 
dan dijadwal ulangnya pembayaran kewajiban, sehingga nasabah mendapatkan 
kelonggaran dan bisa berusaha semaksimal mungkin untuk melunasinya. Tetapi 
kenyataan di BPRS Sukowati seperti pengamatanpenulis, bahwa tahap ini sudah 
dilakukan dengan cara memberikan suratpenagihan, secara beberapa kali, tetapi 
pihak nasabah tidak ada usaha untuk datang ke BPRS untuk menjelaskan 
kejadian atau kendala-kendalayang dihadapi. 
2. Menyedekahkan sebagian hutang debitur Kemudian pada tahap yang 
kedua yaitu apabila pihak nasabah masih belum mampu melunasi pada 
kesempatan pertama, maka pihak lembaga atau BPRS  Bandar Lampung 
hendaknya menyedekahkan piutangnya kepada nasabah. Sudah jelas apabila 
sesama muslim menyedekahkan piutangnya maka itu lebih utama dan lebih baik. 
tetapi kejadian dilapangan atau di tempat pengamatan penulis, cara ini belum 
diterapkan, bahkan ada kemungkinan besar kebanyakan lembaga keuangan 
syariah belum menerapkan tahap ini, karena masih ada pikiran akan kerugian 
bagi pihak lembaga keuangan syariah lebih khususnya yaitu BPRS Bandar 
Lampung. Pada cara ini sudah jelas tercantum dalamkitab suci Al-Quran, bahwa 
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dengan bersedekah maka akan menambah rejeki kita. Dalam artian bahwa 
dengan cara menyedekahkan pihak BPRSakan semakin berkembang dan maju. 
3. Menyedekahkan seluruh sisa hutang debitur Tahap yang ketiga ini adalah 
diterapkan pada saat cara-cara yang pertama dan kedua masih belum bisa untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Karena pada tahap ini semua hutang-
hutang nasabah disedekahkan untuk merigankan beban nasabah. Tetapi dalam 
prakteknya dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS Bandar Lampung 
belum diterapkan. Karena pihak lembaga masih mempunyai ketakutan untuk 
kerugian untuk lembaga. Maka lembaga keuangan syariah seharusnya benar-
benar menerapkan prinsip dan aturan-aturan syariah khususnya untuk BPRS 
Bandar Lampungsupaya transaksi-transaksi pada lembaga keuangan syariah 
mendapatkan 
berkah dari Alloh swt. Dan dijauhkan dari segala hal-hal yang diharamkan 
oleh Alloh swt. Maka dalam prakteknya menyedekahkan seluruh sisa hutang 
nasabah dilakukan dengan cara menghapus tagihan nasabah. 
6.  Ketentuan Pelaksanaan Rescheduling,Reconditioning, dan Restructuring 
Yang Pertama Menurut Madona (2013: 58), Untuk penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan restrukturisasi ada Ketentuan-ketentuan yang harus 
diperhatikan yaitu, pertama Restrukturisasi pembiayaan dilakukan untuk nasabah 
yang memenuhi kriteria sebagai berikut, nasabah dalam pembayaran kewajiban  
mengalami penurunan, nasabah masih ada harapan dalam usahanya bisa berkembang 
dan bisa untuk melunasi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi. Ketentuan 
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yang pertama yaitu pihak BPRS khususnya agar menganalisis terlebih dahulu 
terhadap nasabah, yaitu menganalisis apakah usaha yang dijalankan nasabah masih 
bisa untuk berjalan dan berkembang untuk kedepannya, dan sehingga nasabah bisa 
untuk melunasi kewajiban. 
Kemudian yang kedua berdasarkan PBI No. 13/09/PBI/2011 pada Pasal 5ayat 
(2) restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan dengankualitas 
kurang lancar, diragukan, dan macet (kolektibilitas 3, 4, dan 5). Namunkebijakan ini 
berubah sesuai PBI No. 13/09/PBI/2011. Meskipun pada PBI No. 
13/09/PBI/2011, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa restrukturisasi 
untukpembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya 
dapatdilakukan 1 (satu) kali. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1b) disebutkan 
bahwakualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan tidak berubah 
untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam 
perhatian khusus, atau kurang lancar.  
Dan yang ketiga menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor13/09/PBI/2011 
Restruturisasi pembiayaan wajib diterpakan dan didukung untuk kemajuan 
perbankkan syariah di Indonesia dengan cara di analisis dan bukti-buktiyang valid 
dan memadai serta dibuat dokumentasi dengan baik dan legkap, gunauntuk 
kelengkapan data-data yang valid. Terutama untuk BPRS Bandar Lampung 
restrukturisasi harus diterapkan dan dimaksimalkan secara baik, untuk 
memberikankelonggaran kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. 
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7. Tata cara restrukturisasi pembiayaan (rescheduling, reconditioning dan 
restructuring) 
Menurut Undang-Undang Ekonomi Syariah Tata cara dan bentuk-bentuk 
restrukturisasi pembiayaan yaitu: 
Pertama pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan yang berupa 
murabahah atau istishna, bisa dilakukan restrukturisasi yaitu dengan melakukan 
tigacara yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan juga bisa dengan 
penataan kembali. Dengan ketiga cara ini sudah dilakukan oleh pihak lembaga 
keuangan syariah atau khususnya BPRS Bandar Lampung seperti yang telah diamati 
olehpenulis. Tetapi pihak yang bersangkutan maupun nasabah tetap berat dan 
tidakbisa untuk melunasi kewajibannya tersebut. 
Kedua pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dapat direstrukturisasi 
dengan cara: penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Karena produk 
pembiayaan ini adalah merupakan sebuah produk yang digunakan untuk dana 
sosial,maka nasabah apabila tidak bisa mengembalikan dana pokok, maka bisa 
dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Tetapi 
apabiladengan dua cara ini masih tetap tidak mampu mengembalikan maka, maka 
pihakLKS bisa melakukan penghapusan sebagian atau seluruhnya dari kewajiban 
nasabah. Supaya nasabah tidak keberatan dan tetap bisa untuk menghidupi 
keluarganya. Dan pihak LKS seharusnya ada dana yang digunakan sebagai cadangan 
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Berdasarkan fatwa DSN No.19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al Qardh pada 
pembiayaan Al Qardh jika nasabah tidakmengembalikan sebagian atau semua 
kewajibannya pada bank syariah, pada waktu yang disepakati bank syariah telah 
memastikan ketidakmampuannya, makabank syariah dapat:  
1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian,  
2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibanya 
Maka dalam DSN sudah jelas bahwapihak bank diharuskan untuk memberikan 
bantuan kepada nasabah yang sedangmengalami kesulitan, dan diharapkan bahwa 
pihak nasabah bisa terbebas daribeban dan dari masalah, sehingga nasabah bisa untuk 
memenuhi kebutuhan yanglain, terutama kebutuhan pokok untuk keluarga. 
Ketiga yaitu pembiayaan dalam bentuk piutang mudharabah atau 
piutangmusyarakah, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, 
persyaratan kembali, dan penataan kembali. Pembiayaan ini bisa diselesaiakan 
apabila adamasalah tertentu dan diselesaikan menggunakan tiga hal diatas, karena 
dalam akadmusyarakah dan mudharabah sama-sama akad kerjasama untuk sebuah 
usahayang akan digeluti. Ada kemungkinan dengan akad ini sebuah usaha yang 
dijalankan oleh perusahaan bisa diselesaikan dan ada harapan-harapan untuk 
bisaberkembang lagi, sehingga ada harapan bisa membayarkan bagi hasil 
dankewajiban atau pokoknya. Dengan cara melakukan persyaratan kembali, 
yaitudengan ketentuan-ketentuan yang baru yang tidak membebani atau 
memberatkannasabah, dan juga dengan penjadwalan kembali serta penataan kembali, 
denganmenjadwal ulang waktu untuk melakukan pembayaran. 
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Kemudian keempat yaitu pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah 
muntahiyyah bittamlik, dapat direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan 
kembali,persyaratan kembali, dan penataan kembali. Karena dalam pembiayaan 
dalambentuk ini dilakukan berdasarkan sewa-menyewa, maka dalam hal ini yang 
dilakukan yaitu menggunakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkandari 
segi kegunaan barang dan jasa yang disewa. Dan yang kelima yaitu, pembiayaan 
multi jasa dalam bentuk ijarah, apabila mengalami bermasalah dapatdirestrukturisasi 
dengan cara: penjadwalan kembali, dan persyaratan kembali. Dalam pembiayaan ini 
yang diambil manfaatnya oleh nasabah adalah manfaat darisegi jasa. Dan dengan 
kedua cara diatas dipandang dan harapkan bisa menyelesaikan masalah. 
Yang keenam yaitu pembiayaan dalam bentuk piutang salam, dapat 
direstrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan 
penataan kembali. Pembiayaan salam ini terjadi untuk pembiayaan yang 
barangnyabelum ada, maka bisa dikatakan pesan terlebih dahulu, seperti 
nasabahmengajukan pembiayaan ke BPRS atau lembaga keuangan syariah lain, 
kemudianpihak nasabah mendapat dana untuk menanam padi, maka hasil dari 
penanamanpadi tersebut diserahkan kepada pihak BPRS atau lembaga keuangan 






Tinjauan pustaka  
Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini 
adalah : 
1. penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nuur Rohmaan berjudul 
―Pelaksanaaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi 
pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera 
Sleman‖. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan deskriptif analitis melalui metode penelitian kualitatif. 
Berdasarkan analisis dari penulis, hasil penelitian yang didapatkan yaitu 
pelaksanaan rescheduling dan reconditioning di BMT Bina Sehahtera meliputi 
beberapa tahap, pertama identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, 
pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan adendum, serta pengawasan dan 
pembinaan. Dari beberapa prosedur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan 
hukum yang ada meliputi, tidak terpenuhinya syarat-syarat rescheduling dan 
reconditioning yang telah dibuat oleh kreditur, debitur dibebani jaminan 
tambahan di dalam penerapan rescheduling, tidak ada pengkategorian yang jelas 
dalam pelaksanaan rescheduling dan reconditioning. peran rescheduling dan 
reconditioning sangat membantu baik kepada kreditur maupun debitur dalam 
mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan 
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rescheduling dan reconditioning di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan 
fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh kreditur dan debitur.66 
2. penelitian ini dilakukan oleh Ummi Kalsum dan Rahmi dengan judul 
―Restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermsalah(studi kasus bni syariah 
cabang kendari). Penelitin ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian 
adalah membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murābahah 
di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan 
kembali), reconditioning (persyaratan Kembali) dan restructuring (penataan 
kembali). Sementara kendala penerapan restrukturisasi pada Pembiayaan 
Murābahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah 
pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya i‘tikad baik pihak nasabah untuk 
menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan 
restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya 
restrukturisasi. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan 
melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan 
mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas 
dengan penjualan aset agunan nasabah.67 
3. Penelitian ini dilakukan oleh Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari dengan 
judul ―Prosese Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi ( 
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Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho). 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian 
adalah Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan 
kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, 
faktor keinginanbank membatu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan 
Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah 
hubungan yang semula buruk antara krediturdan debitur akibat pembiayaan 
bermasalah dapat kembali baik, kolektibilitas nasabah bermasalah menjadi lancar 
kembali, dan  berdampak pada keuntungan bank secara finansial. Disarankan 
kepada nasabah yang terkait pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP 
Jantho agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakanterhadap pembiyaan yang 
menjadi kewajiban pembayaran angsurannya. Kepada nasabah Bank Syariah 
Mandiri KCP Jantho yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban 
pembayaraanangsuran pembiayaan agar dapat menghubungi pihak bank untuk 
dapat dilakukan upaya restrukturisasi agar tidak terjadi tunggakan yang dapat 
berujung pada perselisihan. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jantho 
disarankan agar dapat menerapkan upaya restrukturisasi akad pembiayaan sesuai 
dengan prinsip yang diatur.68 
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4. Penelitian ini dilakukan oleh Lina Dwi Lestari denagn judul ―Penerapan 
Controling dan Rescheduling pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT 
Ar-Rahman‖ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif. Data-data dalam penelitian ini menggunakan data 
primer. Untuk menggali data-data yang relevan penulis menggunakan metode 
wawancara. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) 
Dalam mengajukan prosedur pembiayaan syarat-syarat yang harus dikumpulkan 
adalah data-data berupa fotokopi KTP,KK,BPKB, STNK, serta dilihat dari 
kemampuan dan kondisi ekonomi anggota tersebut. (2) Faktor-faktor yang 
menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman 
yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha. Untuk BMT Harum faktor 
lain yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor perceraian.(3) 
Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar-Rahman 
menggunakan cara melakukan kekeluargaan yaitu dengan cara Controling dan 
Rescheduling pembiayaan bermasalah. Controling yaitu dengan adanya 
pengawasan dan kunjungan kepada nasabah secara intensif yaitu dilakukan 
kunjung yang berulang- ualang agar anggota tersebut bisa membayar. Sedangkan 
strategi Rescheduling tersebut yaitu dengan cara memberikan kelonggaran 
dengan cara menambah jangka waktupembayaranan. Penerapan Rescheduling di 
BMT Harum dan BMT Ar-Rahman sedikit berbeda yaitu dalam BMT Harum 
penetapannya dengan adanya konfirmasi dengan jangka waktu yang iberikan 
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yaitu 1-6 tahun sedangkan di BMT ArRahman ada konfirmasi dengan nasabah 
dan penetapanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada 
batasan jangka waktunya. Sehingga nasabah tidak terbebani dengan adanya 
pembiayaan bermasalah.69 
5. Penelitian ini dilakukan oleh Isnen Nur hasanah dengan judul ―penyelamatan 
pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 IB di BRI Syariah 
KCP Purbalingga‖ dan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mendeskripsikan implementasi yang diterapkan oleh BRISyariah KCP 
Purbalingga dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah khususnya pada 
pembiayaan mikro 200 iB. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder.hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penerapan penyelamatan 
pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga antara lain dimulai 
melalui upaya penagihan dan restrukturisasi bagi nasabah yang memiliki itikad 
baik membayar kewajiban angsurannya namun terhalang kendala usaha. 
Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak 
mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan 
berupaya untuk melakukan maintenance, pemberian surat peringatan, mediasi, 
somasi, sampai dengan lelang agunan. Penyelamatan pembiayaan yang 
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diterapkan di BRISyariah KCP Purbalingga terbukti efektif dengan penurunan 
tingkat NPF pada April 2018 dengan NPF terjaga diangka 3,2%.70 
Perbedaan : dari penelitian sebelumnya hanya meneliti dan membahas salah satu 
kebijakan yang diterapkan oleh bank dengan variabel yang berbeda beda dengan 
metode yang digunakan berupa metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis 
meneliti membahas tentang ketiga kebijakan yakitu Rescheduling, Rescheduling, 
Reconditioning dalam pembiayaan bermasalah Murabahah secara khusus dan 
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